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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh ukuran pemerintah terhadap 
opini BPK 2). Pengaruh tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap opini BPK, 3) 
Pengaruh tingkat kemakmuran terhadap opini BPK, 4) Pengaruh tingkat kemandirian daerah 
terhadap opini BPK. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Tengah periode 2017 hingga 2019. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis purposive sampling dengan kriteria 1) kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, 2) 
kota dan kabupaten yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 sampai dengan tahun 
2019 dan 3) kota dan kabupaten yang menyampaikan informasi yang dibutuhkan penelitian 
secara lengkap. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 24. Secara 
parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK. 
Variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat dan tingkat kemakmuran berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap audit opini BPK. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini BPK. Secara keseluruhan variable pada 
penelitian ini  dapat mempengaruhi opini bpk sebanyak 55.2%. 
Kata Kunci: opini BPK, ukuran, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat 
kemakmuran, tingkat kemandirian daerah 
Abstract 
The research objectives were to determine: 1). Effect of government size on BPK opinion 
2). The influence of the level of regional dependence on the center on the BPK opinion, 3) The 
influence of the level of prosperity on the BPK opinion, 4) The influence of the level of regional 
independence on the BPK opinion. The population in this study were districts and cities in Central 
Java Province for the period 2017 to 2019. The samples in this study used purposive sampling 
analysis method with the criteria of 1) cities and regencies in Central Java, 2) cities and regencies 
that published financial reports for the period. 2017 to 2019 and 3) cities and districts that convey 
the information required for complete research. The test tool used in this study used SPSS version 
24. Partially, the size of local government has a negative and significant effect on BPK's opinion. 
The variables of the level of regional dependence on the central government and the level of 
prosperity have a positive and significant effect on BPK's audit opinion. Meanwhile, the level of 
regional dependence has a negative and insignificant effect on BPK's opinion. Overall, the 
variables in this study can influence your opinion as much as 55.2%. 
Keywords: BPK opinion, size, the level of regional dependence on the center, level of prosperity, 
level of regional independence 
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Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 [1].  Masyarakat memberikan  kewenangan terkait pengelolaan keuangan 
dan asset daerah kepada pemerintah daerah dengan harapan agar pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan pengelolaan 
keuangan daerah serta aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel [2]. 
Dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pihak yang independen. Hal tersebut 
dilaksanakan agar pengelolaan keuangan negara berjalan dengan efektif, ekonomis, transparan, 
dan bertanggungjawab. Pemeriksaan laporan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) yang mandiri dan bebas. Setelah melaksanakan pemeriksaan BPK akan 
menyusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan [3]. 
BPK  melakukan  audit  terhadap  laporan  keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah 
akan mengeluarkan empat  macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini 
Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP) dalam laporan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan 
oleh auditor akan memberikan pengaruh  penting terhadap stakeholder dan dapat dijadikan 
sebagai ajang untuk mengurangi tingkat asymestri informasi yang sering terjadi antara principal 
dan agent karena dapat menentukan kualitas informasi yang tercantum pada laporan keuangan 
yang diaudit [4]. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian opini BPK terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperhatikan oleh masing – masing pemerintah daerah. Kepala 
daerah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dipercaya dan diberikan wewenang oleh 
stakeholder untuk menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Peran dan komitmen dari kepala 
daerah sangat penting dalam rangka upaya daerah dalam meraih opini audit wajar tanpa 
pengecualian dari BPK [3]. 
Pada tahun 2019, opini BPK atas LKPD terus meningkat. Adapun peningkatan opini WTP 
pada pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi, meningkat dari 0% (0 LKPD) pada tahun 2006 
menjadi 94% (32 LKPD) pada tahun 2018. Kemudian Pemerintah Kabupaten, opini WTP 
meningkat dari 0,58% (2 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 79% (327 LKPD) pada tahun 2018. 
Dan Pemerintah Kota, opini WTP meningkat dari 1% (1 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 90% 
(84 LKPD) pada tahun 2018 [5]. 
Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, 
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik 
negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, 
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK juga termasuk dalam perbaikan pada 
bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan 
modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara [6]. Berdasarkan hasil pemantuan dari BPK atas tindak lanjut 
hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan. Sehingga, BPK memberikan 
pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka perbaikan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, 
pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat. 
Namun, ketika ditelisik lebih jauh lagi, pada dasarnya penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat akibat lemahnya 
sistem pengendalian internal dan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
yang mengerti dan paham mengenai akuntansi. Selain itu, sering kali adanya kepentingan politik 
legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas 
semua itu laporan keuangan harus tetap disajikan secara akuntabel. Ini bukan hal yang mudah [7]. 
Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilakukan antara 
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lain pemuktahiran data aset tetap, inventaris ulang aset tetap tanah, gedung, bangunan, serta 
penyetoran dan pemulihan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah. 
Adanya beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan opini BPK, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan karakteristik daerah terhadap opini BPK. 
Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah terhadap opini BPK pada 
LKPD telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh [8] 
mengungkapkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap opini audit BPK, sedangkan 
belanja pemerintah daerah dan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  berpengaruh  negatif 
terhadap opini audit BPK. Penelitian yang dilakukan oleh [3] mengungkapkan ukuran  pemerintah  
daerah,  kekayaan  daerah, tindak lanjut temuan audit, dan masa kerja kepala  daerah memiliki 
pengaruh positif terhadap opini  audit,  sedangkan  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah 
pada pemerintah pusat dan realisasi  belanja  pemerintah  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap 
opini audit. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [9] menunjukkan bahwa opini audit memiliki 
pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimana jika opini audit 
yang diperoleh oleh pemerintah daerah baik maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa opini audit menjadi salah satu dasar dalam 
menilai kemampuan kinerja keuangan suatu daerah. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan 
subjek penelitian pada Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan nilai pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah fluktuatif dan terdapat kabupaten paling miskin di Indonesia. Berdasarkan 
kondisi tersebut membuat peneliti tertarik dan penting untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah terhadap opini BPK di Provinsi Jawa Tengah.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Kajian Teori 
Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan agency teory. Teori ini 
mengungkapkan hubungan keagenan adalah kontrak antara agent dengan principal untuk 
memberikan jasa serta memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Principal 
memberikan tanggung jawabnya kepada agent untuk melaksanakan tugas dalam entitas demi 
kepentingan principal. Sedangkan agent sebagai pihak pengelola investasi yang berasal dari 
principal bertanggung jawab untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh principal. Hal tersebut 
mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara agent dan principal [10]. 
Pada sektor publik khususnya pada pemerintahan sadar atau tidak, teori keagenan telah 
diterapkan, dimana adanya otonomi dan desentralisasi daerah. Pada hakikatnya, tujuan adanya 
organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau 
sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak [11] 
Pemerintahan pusat dalam pengelolaan dan mengalokasikan dana dapat dibantu dengan 
adanya penerapan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan 
untuk mengelola anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Penyusunan anggaran yang 
dibuat oleh pemerintah daerah disini telah menimbulkan suatu teori keagenan antara pihak 
legislatif dan masyarakat serta antara legislatif dan eksekutif. Permasalahan ini pada akhirnya 
akan menimbulkan adanya penyimpangan anggaran yang disusun oleh pihak legislatif, sehingga 
anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumberdaya kepada masyarakat namun untuk 
kepentingan pihak legislatif. Teori keagenan ini banyak memberikan dampak negatif yang berupa 
perilaku. Perilaku tersebut tidak lepas dari asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi 
keuangan yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Di sisi lain, pihak prinsipal pun dapat 
menggunakan kewenangannya/kekuasaanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. 
 
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Laporan keuangan adalah suatu bentuk dari representasi data keuangan termasuk catatan 
keuangan yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi  dan kewajiban 
suatu entitas pemerintah pada waktu tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban dalam 
suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memenuhi 
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kepentingan pemakai, maka pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
kepentingan umum. 
Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat 
menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi 
Anggaran, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca). Laporan keuangan tersebut 
merupakan bagian penting untuk membentuk akuntabilitas sektor publik dan indikator kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, LKPD memuat informasi keuangan daerah 
akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. 
Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan 
untuk evaluasi kinerja (Surepno, 2013). 
 
2.3 Opini Audit 
Opini yang tercantum dalam laporan audit merupakan salah satu hal penting dalam proses 
audit karena opini tersebut mencantumkan informasi utama yang akan diberikan kepada pemakai 
informasi tentang yang dilakukan auditor dan kesimpulannya. Pendapat auditor dikelompokkan 
ke dalam lima tipe, yaitu [12] : 
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian  
Pendapat ini terjadi tidak adanya batasan bagi auditor dalam ruang lingkup audit dan tidak ada 
pengecualian pada batas wajar dan penerapan standar akuntansi keuangan di laporan keuangan 
dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan. 
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas  
Auditor akan memberikan opini apabila terdapat kondisi tertentu, meskipun tidak 
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 
3. Pendapat wajar dengan pengecualian  
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar 
dengan pengecualian, diantaranya yaitu :  
a. Klien membatasi ruang lingkup audit  
b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor 
tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting 
c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan  
d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam 
menyusun laporan keuangan  
4. Pendapat tidak wajar  
Pendapat ini menitikberatkan apabila laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar 
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini 
disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat  
Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan 
tanpa pendapat (adverse opinion). Hal ini karena beberapa kondisi, yaitu adanya batasan 
khusus di lingkungan audit, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungan 
dengan kliennya.  
 
2.4 Karakteristik Pemerintah Daerah  
Karakteristik pemerintah daerah mengacu pada sifat khas pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota. Unsur – unsur pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat 
menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu sarana 
untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas publik untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos di 
laporan keuangan [13] 
2.5 Hipotesis 
H1= Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap opini BPK  
H2 = Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh negatif terhadap opini BPK 
H3 = Tingkat kemakmuran berpengaruh terhadap positif opini BPK  
H4 = Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap opini BPK 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Objek pada penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah  penelitian 
kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (annual 
report) yang terdiri dari laporan keuangan realisasi anggaran, neraca dan laporan opini audit BPK. 
Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 
menggunakan kriteria: 1) kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, 2) kota dan kabupaten 
yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 sampai dengan tahun 2019 dan 3) kota dan 
kabupaten yang menyampaikan informasi yang dibutuhkan penelitian secara lengkap. 
 
3.1 Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan 
dependen. Variable dependen pada penelitian ini merupakan opini laporan keuangan yang 
dikeluarkan oleh BPK. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran 
pemerintahan, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat kemakmuran dan tingkat 
kemandirian pemerintah daerah. Berikut ini merupakan variabel operasional pada penelitian ini 
yaitu: 
 
3.1.1 Opini BPK 
Opini BPK adalah opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Pada penelitian ini, opini BPK diukur dengan menggunakan empat kategori yaitu :  
1 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
2 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
3 = Opini Tidak Wajar 
4 = Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
 
3.1.2 Ukuran Pemerintah 
Ukuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai total aset. Rumus untuk mengukur 
ukuran pemerintah yaitu: 
𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 
 
 
Ukuran Pemerintah (H1+) 
Tingkat Ketergantungan 
Daerah Kepada Pusat (H2-) 
Tingkat Kemakmuran (H3+) 
Tingkat Kemandirian Daerah 
(H4+) 
Opini BPK 
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3.1.3 Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pusat 
Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam 
membiayai semua aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi dari pendapatan asli 





3.1.4 Tingkat Kemakmuran 
Tingkat kemakmuran pemerintah daerah yang diukur melalui nilai pendapatan asli daerah 
yang dikemudian di logaritma natural. Rumus untuk tingkat kemakmuran yaitu : 
𝑇𝐾 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 
 
3.1.5 Tingkat Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat 






Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan uji regresi logistik. Regresi 
logistic digunakan untuk menguji hubungan lebih dari satu variable independent ke variable 
dependen yang datanya menggunakan variable dummy. Pengujian pada penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 24.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Data 
Statistik deskriptif adalah analisis data yang menyajikan data berupa nilai minimum, 
maksimum, rata dan standar deviasi. Selain itu, pada statistik deskriptif juga menyajikan data 
yang paling banyak untuk variable dependennya. Hasil olah data statistik deskriptif yaitu 
sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Statitik Deskriptif Variabel Independen 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SIZE 71 28.16 31.03 28.9791 .43994 
TKDKP 71 30.03 57.54 45.5106 3.68007 
TK 71 25.91 28.21 26.5908 .35962 
TKD 71 10.57 45.20 17.8888 5.61854 
Valid N 
(listwise) 
71     
Sumber : Data yang diolah 
 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 
71 perusahaan. Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah memperoleh nilai 
minimum 28.16 dan nilai maksimal 31.03. Sedangkan, nilai rata – rata 28.9791 dengan nilai 
standar deviasi sebesar 0.43994. Hasil pengujian variabel tingkat ketergantungan daerah 
kepada pusat memperoleh nilai minimum 30.03 dan nilai maksimal 57.54. Sedangkan, nilai 
rata – rata 45.5106 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.68007.  
Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah memperoleh nilai minimum 28.16 
dan nilai maksimal 31.03. Sedangkan, nilai rata – rata 28.9791 dengan nilai standar deviasi 
sebesar 0.43994. Hasil pengujian variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat 
memperoleh nilai minimum 30.03 dan nilai maksimal 57.54. Sedangkan, nilai rata – rata 
45.5106 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.68007.  
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Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Dependen 
 Observed Predicted 
OPINI_AUDIT Percentage 
Correct 1 2 
Step 0 OPINI_AUDIT 1 67 0 100.0 
2 4 0 .0 
Overall Percentage   94.4 
Sumber : Data yang diolah 
 
Dari tabel 2 dapat diperoleh opini auditor mempunyai nilai predicted untuk yaitu pada 
angka 1 sebanyak 67 dan angka 2 sebanyak 4. Hasil ini, menunjukkan bahwa observasi pada 
penelitian ini lebih banyak opini BPK denga wajar tanpa pengecualian. Pada penelitian ini 
data penelitian yang diperoleh hanya terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar 
dengan pengecualian (WDP). Tidak ditemukan data opini BPK dengan kategori opini tidak 
wajar dan tidak memberikan pendapat (TMP) 
4.2 Uji Kebaikan Model 
 
Tabel 3. Model Summary 
Step -2 Log 
likelihood 




1 15.259a .196 .558 
Sumber : Data yang diolah 
 
Berdasarkan tabel 3, Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.558 dan Cox & Snell R 
Square 0.196. Hal ini menunjukkan bahwa 45.8% hasil penelitian ini masih dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh variabel ain diluar variabel pada penelitian ini. 
 
4.3 Uji Regresi Logistik 
Regresi logistik digunakan untuk menguji hubungan lebih dari satu variabel independen 
ke variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan data kategorik. 
Hasil pengujian regresi logistik pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
 
Tabel 4. Uji Regresi Logistik 
 B S.E. Wald df Sig. 
Step 1a SIZE -20.058 9.687 4.288  1   .038 
TKDKP .844 .381 4.903 1 .027 
TK 27.497 13.045 4.443 1 .035 
TKD -1.782 .976 3.332 1 .068 
Constant -168.882 120.093 1.978 1 .160 
Sumber : Data yang diolah 
 
Opini BPK = -168.882– 20.058 SIZE + 0.844 TKDKP + 27.497 TK – 1.782 TKD 
 
4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
Pengujian hipotesis dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel 
independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat pada tabel 4. 
4.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Opini BPK  
Berdasarkan teori agency, ukuran pemerintah daerah yang besar mengidentifikasi 
pengelolaan keuangan yang lebih kompleks karena dapat menyangkut informasi keuangan 
yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mengurangi asimetri informasi antara pemerintah 
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daerah dan masyarakat. Selain itu opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD juga dapat 
mengurangi adanya asimetri tersebut.  
Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu ukuran pemerintah berpengaruh positif 
terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi ukuran pemerintah akan berpengaruh ke 
menurunkan opini yang akan diberikan oleh BPK.  variabel ukuran pemerintah pada 
penelitian ini memiliki koefisien -20.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0.038. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini 
BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini ditolak. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3], [8] dan 
[14]. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada 
pemerintah secara penuh belum memiliki sistem manajemen yang baik. Sehingga, walaupun 
pemerintah daerah memiliki asset yang besar namun dibarengi dengan adanya manajemen 
pengelolaan yang kurang baik akan menimbulkan ketidak efektifan dan efisiensi terhadap 
pengelolaan asset dan dapat menimbulkan kurang baiknya opini yang diberikan BPK atas 
LKPD. 
 
4.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pusat terhadap Opini BPK 
Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu tingkat ketergantungan daerah kepada pusat 
berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Artinya semakin tingginya tingkat ketergantungan 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berpengaruh ke menurunnya kemungkinan 
pemberian opini BPK. Variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat pada penelitian 
ini memiliki koefisien sebesar 0.844 dengan nilai signifikansi sebesar 0.027. Hasil ini 
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap opini BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini ditolak. 
Hasil penelitian mengidentifikasikan adanya pendapatan daerah yang berasal dari 
pemerintah pusat. Pemberian dana yang berasal dari pemerintah pusat yang kecil dapat 
mempermudah pemerintah daerah untuk mengelola, bertanggungjawab dan pengawasan. 
Hal ini disebabkan  adanya  kepentingan  bagi  pemerintah pusat untuk memantau apa yang 
dilakukan pemerintah daerah dan tingkat  pencapaian  kinerja  atas  alokasi  dana  yang telah 
diberikan oleh Pemerintah Pusat Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan opini BPK 
yang baik pada LKPD menjadi besar. 
 
4.4.3 Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Opini BPK  
Berdasarkan teori agency, tingkat kemakmuran pada kabupaten/ kota  yang dapat 
dilihat dengan besarnya asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menimbulkan 
besarnya tekanan untuk meyampaikan informasi serta pengelolaan keuangan pemerintah 
daerah. Tekanan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya opini yang diberikan oleh BPK.  
Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu tingkat kemakmuran berpengaruh positif 
terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran pemerintah daerah akan 
meningkatkan opini BPK pada LKPD. Variabel tingkat kemakmuran pada penelitian ini 
memiliki koefisien sebesar 27.497 dengan nilai signifikansi sebesar 0.035. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini 
BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini diterima. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3]. Penelitian 
tersebut mengungkapkan dengan besarnya pendapatan asli daerah dapat menjadi cerminan 
beesarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelolanya. 
Pemerintah daerah harus mengungkapkan laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan 
dana yang berasal dari pemerintah pusat dan harus mengungkapkan pendapatan asli daerah 
oleh para stakeholder khususnya penyumbang pendapatan.  
 
4.4.4 Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Opini BPK 
Variabel kemadirian daerah pada dasarnya terkait dengan PAD, sehingga semakin 
besar PAD yang dimiliki oleh kabupaten/ kota maka akan semakin besar kemampuan 
kabupaten/ kota untuk menjalankan otonomi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. 
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Selain itu, semakin besar PAD yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan daerah untuk 
pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam LKPD. 
Adanya pengungkapan LKPD tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya asimetri 
informasi antara pemerintah dan masyarakat. 
Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu tingkat kemandirian pemerintah daerah 
berpengaruh positf terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi tingkat kemandirian 
pemerintah daerah akan meningkatkan opini yang akan diberikan oleh BPK yang tercantum 
pada LKPD. Namun variabel tingkat kemandirian daerah pada penelitian ini memiliki 
koefisien sebesar -1.782 dengan nilai signifikansi sebesar 0.068. Hasil ini menunjukkan 
bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini 
BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini ditolak. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [15]. Dimana masyarakat 
memiliki partisipasi dan peran yang aktif dalam upaya pembangunan daerah, diharapkan 
pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas dana yang diperoleh dari masyarakat, 
misalnya berasal dari pajak dan retribusi. Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dapat 
tercermin pada laporan keuangan daerah yang berasas transparan, akuntabilitas, keadilan. 
Sehingga, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka pemerintah daerah akan 
cenderung berusaha meningkatkan opini BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang pada penelitian ini yaitu : 
1) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK 
2) Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
opini BPK 
3) Tingkat kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK 




Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
1) Menambahkan sampel kabupaten agar diperoleh hasil yang lebih relevan 
2) Menambahkan tahun penelitian 
3) Menambahkan variabel lain, yang diduga mempengaruhi opini BPK pada LKPD 
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